
Jurnal Kajian Pemerintah (JKP) 
Journal of Government, Social and Politics 
Volume 10 Number 2 Oktober 2024 

P-ISSN: 2442-7292 

E-ISSN: 2721-9232 

Accredited by Sinta Rank 5 based on Ristekdikti 
No.79/E/KPT/2023 
 

  
 

 

 147 

VIKTIMISASI SEKUNDER DI LUAR SISTEM PERADILAN PIDANA: BENTUK 
DAN PENYEBAB PADA KORBAN YANG TIDAK MELAPORKAN 

 
Abdul Munir1 & Rahmat Amin Siregar2  

1Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau 
2Program Studi Pascasarjana Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 

Indonesia 
*Email Korespondensi: munir@soc.uir.ac.id 

 
ABSTRACT 

Secondary victimization often occurs among crime victims, exacerbating their suffering. However, it is not 
limited to the criminal justice process, as previous studies have primarily focused on. This study not only addresses 
the limitations and shortcomings of earlier research but also explores the various forms and causes of secondary 
victimization among victims who choose not to report the crimes they have experienced. The study reveals two 
significant findings regarding secondary victimization of non-reporting victims. First, the forms of secondary 
victimization include persistent trauma in children, fatal mob violence against victims of vehicle embezzlement, 
restriction and confinement of children in early marriage cases, and depression leading to suicide among child victims 
of bullying. Second, the causes driving secondary victimization in non-reporting victims include psychological effects 
and disrupted self-concept in child victims of bullying, withdrawal from or engagement in unhealthy relationships 
among child victims of domestic violence, harmful rationales among child victims of early marriage that may lead 
to future sexual violence—such as covering up family disgrace and lack of education—as well as patriarchal ideological 
biases and permissive attitudes of female victims. 
 
Keyword: Viktimisasi Sekunder, Peradilan Pidana Korban Pidana 
 
PENDAHULUAN 

Kerugian pada korban kejahatan tertentu dapat menimbulkan efek yang berulang (Situmorang 
et al., 2021). Misalnya pada kejahatan yang melibatkan isu gender (Andika Dwi Amrianto et al., 2023), 
pornografi (Munir et al., 2021), kekerasan seksual (Wulandari & Krisnani, 2020), hingga pada proses 
sistem peradilan pidana (Angkasa et al., 2021; Yulia et al., 2019). Viktimisasi diperparah karena korban 
tidak melaporkan kejahatan yang terjadi, pada kekerasan seksual studi menemukan bahwa perempuan 
memilih untuk tidak melaporkan kekerasan seksual yang ditimpanya karena kurangnya kepercayaan 
pada sistem peradilan pidana yang disebabkan tidak ada bukti dan trauma pelaporan, banyak korban 
yang menyalahkan diri sendiri, dan mereka mengetahui pelakunya (Stewart et al., 2024).  

Viktimisasi sekunder pada korban kejahatan terjadi ketika korban menghadapi hambatan 
dukungan, mengalami stigmatisasi, kurangnya keyakinan dan sikap apatis dari para profesional dan 
aparat (Turvey & Coronado, 2023). Bias struktur masyarakat menyumbang atas disalahkannya 
perempuan atas viktimisasi yang mereka alami dari kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah 
tangga (Annan, 2011; Boskovic & Misev, 2022). Kelompok rentan seperti korban pembunuhan atau 
korban kejahatan di pedesaan mungkin kurang mendapat perhatian dan dukungan yang menyebabkan 
perasaan diabaikan (Annan, 2011; Blasdell et al., 2021). Walaupun viktimisasi tidak terbatas hanya pada 
korban, pelaku kejahatan juga bisa menjadi korban viktimisasi yang bersifat struktural di lembaga 
pemasyarakatan (Munir et al., 2024).  
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Studi-studi tentang viktimisasi sekunder lebih banyak berfokus pada sistem peradilan pidana 
yang meliputi institusi, aparatur negara, dan prosedur persidangan (Kharina, 2011), strategi pemulihan 
dan pengendalian sosial formal (Rahmawati, 2018), perlindungan hukum (Yulia et al., 2019; 
Mulyaningtyas, 2018), serta ketidakadilan yang epistemik (Pemberton & Mulder, 2023). Sedangkan 
penelitian yang membahas tentang penyebab viktimisasi sekunder meliputi validasi menyalahkan, 
meminimalkan penderitaan, dan menghindari korban (Tavares et al., 2022) dan personel penegak 
hukum biasanya menyalahkan korban daripada menunjukkan empati (Ali & Yulia, 2023). Selain itu, 
kerangka konseptual tentang pemahaman viktimisasi sekunder saat ini seringkali terlalu sempit, yang 
mengakibatkan gagalnya memperhitungkan bias struktural terselubung dalam sistem peradilan pidana 
(Pemberton & Mulder, 2023).  

Berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tidak melihat viktimisasi sekunder yang 
dialami oleh korban kejahatan yang tidak melapor ke sistem peradilan pidana. Fenomena ini perlu 
dijawab untuk melihat bagaimana viktimisasi sekunder yang terjadi pada korban. Selain untuk 
merespon kekosongan studi-studi yang telah ada, studi ini juga didasarkan pada argumen bahwa 
struktur dan bias masyarakat di Indonesia memungkinkan timbulnya penderitaan lebih pada korban 
kejahatan tertentu. Sejalan dengan itu, untuk merumuskan dasar analisis maka studi ini fokus pada dua 
pertanyaan: (1) Bagaimana bentuk viktimisasi sekunder yang diterima korban tidak melapor?; dan (2) 
Apa faktor penyebab yang mendorong viktimisasi sekunder pada korban yang tidak melapor?. 

Korban kejahatan dapat mengalami berbagai macam trauma yang berkonsekuensi terhadap fisik, 
seksual, finansial, psikologis, emosional, dan sosial (Blasdell et al., 2021). Pada dampak kejahatan yang 
disertai kekerasan dapat meninggalkan masalah kesehatan mental dan emosional yang berlangsung lama 
dan terus menerus (Parsons & Bergin, 2010). Sedangkan korban perilaku antisosial jangka panjang 
mengalami dampak kesehatan mental dan fisik serta, terlebih perubahan perilaku (Heap, 2020). 
Sehingga dampak langsung dan tidak langsung dari kejahatan terhadap korban perlu dipertimbangkan 
untuk membuat kalkulasi kerugian ekonomi dari dampak kejahatan (Shapland & Hall, 2007). 

Di banyak negara setidaknya dalam beberapa dekade terakhir, telah terdapat perluasan hak-hak 
hukum korban termasuk hak untuk didengar, hak untuk berunding dengan jaksa, dan hak mendapat 
kompensasi juga restitusi (Boateng & Abess, 2017; Davis & Mulford, 2008). Lembaga yang 
memperhatikan hak korban di Uni Eropa, Victim’s Rights Directive telah menetapkan standar 
minimum untuk hak, dukungan, dan perlindungan korban kejahatan yang menekankan pada 
pendekatan individual terhadap para korban (Leonaitė et al., 2022). Namun berbagai masalah yang 
menyangkut penerapan undang-undang hak-hak korban juga terjadi. Hal ini menyebabkan para korban 
kejahatan dianggap sebagai individu yang terlupakan dalam sistem peradilan pidana (Boateng & Abess, 
2017).  

Studi-studi sebelumnya menyebutkan interaksi dengan sistem peradilan pidana terkadang 
memperburuk trauma yang menimbulkan perasaan tidak berdaya dan tekanan emosional tambahan 
(Kaldor & Watson, 2015; Parsons & Bergin, 2010). Viktimisasi sekunder terjadi ketika korban merasa 
diperlakukan tidak memadai oleh lembaga peradilan pidana dan lembaga sosial. Terutama yang dapat 
memperparah penderitaan awal korban (Gekoski et al., 2013; Laxminarayan, 2013). Korban perempuan 
dari kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menghadapi trauma psikologis dan 
sering kali menjadi korban lagi oleh respon masyarakat dan sistemik (Boskovic & Misev, 2022; Gekoski 
et al., 2013).  
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Kurangnya layanan kesehatan mental dan dukungan bagi korban seringkali menjadi penyebab 
perasaan ditinggalkan dan diabaikan. Layanan dukungan yang efektif dinilai sangat penting untuk 
mengurangi dampak buruk dari viktimisasi sekunder (El-Leithy et al., 2014; Stickley et al., 2015). 
Viktimisasi awalnya mengurangi dampak positif, meningkatkan dampak negatif, meningkatkan rasa 
takut terhadap kejahatan dan mengakibatkan masalah praktis bagi korban (Robert & Friedman, 1985). 
Meskipun korban menunjukkan kemajuan substansial semala beberapa bulan setelah kejahatan, 
beberepa bukti trauma masih tampak ada setelah empat bulan kejahatan terjadi (Robert & Friedman, 
1985). 

Pandangan masyarakat parirarki dikritik karena memperburuk situasi yang mendorong para 
pelaku potensial untuk memperlihatkan supremasi mereka melalui kekerasan dan serangan seksual 
(Gekoski et al., 2013). Bias sosial seperti yang didasarkan pada status sosial ekonomi  dapat secara 
signifikan mempengaruhi viktimisasi sekunder. Misalnya korban dari sosial ekonomi yang rendah lebih 
mungkin dianggap bertanggung jawab atas kemalangan mereka, terutama oleh warga negara elit dan 
berstatus sosial ekonomi tinggi (Zizumbo-Colunga, 2021). Bias ini dapat memperburuk trauma yang 
dialami para korban. 

Representasi media dapat membentuk persepsi publik dan berkontribusi pada viktimisasi 
sekunder. Di Italia selama tahun 70-an, penggambaran korban pemerkosaan oleh surat kabar 
menempatkan tanggung jawab  pada karakteristik pribadi dan sosial ekonomi korban (Giuseppina et 
al., 2022). Begitu pula pada nilai dan norma patriarki tentang peran gender dan reproduksi dapat 
memperburuk viktimisasi sekunder (Bakare & Gentz, 2020) serta norma budaya yang melegitimasi 
pemukulan istri dan menstigmatisasi penyakit mental dapat menjebak perempuan dalam hubungan 
yang penuh kekerasan (Geiger & Esa, 2024). 

 
METODE PENELITIAN 

Pemilihan tema viktimisasi sekunder pada korban yang tidak melapor dipilih sebagai fokus 
pembahasan dalam penelitian ini, karena didasarkan pada tiga pertimbangan, Pertama, kekerasan dan 
korban kejahatan yang terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia; Kedua, viktimiksasi sekunder 
pada korban kejahatan yang tidak melaporkan merupakan hal yang baru dan belum ada dibahas dalam 
penelitian-penelitian terdahulu; Ketiga, terdapat banyak kelemahan terhadap Sistem Peradilan Pidana 
di Indonesia yang membuat korban kejahatan semakin menderita, termasuk lemahnya skema ganti 
rugi yang terbatas kepada beberapa jenis kejahatan. 

Untuk menjelaskan bagaimana viktimisasi sekunder yang terjadi pada korban yang tidak 
melaporkan kejahatan, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mengandal 
data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pembacaan dan 
pengamatan terhadap berita online pada rentang tahun 2015 – 2024. Proses pembacaan dan 
pengamatan data dilakukan dengan cepat yang berfokus pada judul atau tema viktimisasi sekunder 
yang dialami korban. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui proses 
pembacaan artikel jurnal yang relevan dengan pertanyaan penelitian. 

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan analisis, yang terdiri dari: (a) Reduksi data, 
yaitu proses yang dilakukan untuk menyusun data dalam bentuk yang sistematis; (b) Display data, yaitu 
sebagai proses untuk menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tabel yang berisi gambar yang telah 
diambil dari media; (c) Memverifikasi data, yaitu tahap untuk menyimpulkan data berdasarkan 
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kecenderungan dari data yang ada. Dari ketiga tahapan tersebut, data yang telah diperoleh dianalisis 
secara induktif dan kemudian dijelaskan sebagai dasar interpretasi data (Fernando, H., Abdullah, I., & 
Yusuf, 2023). Tahapan teknik analisis dan analisis yang digunakan memungkinkan untuk mendapatkan 
kesimpulan mengenai viktimisasi sekunder yang dialami oleh korban kejahatan yang tidak melapor. 

 

PEMBAHASAN 

Viktimisasi sekunder terhadap korban sering terjadi pada beberapa jenis kejahatan tertentu. Ada 
berbagai macam bentuk viktimisasi sekunder yang diterima korban karena telah menjadi korban dan 
asal mula derita kedua kalinya yang diterima sebagaimana yang dapat dilihat dari temuan penting 
penelitian ini.  

Bentuk Viktimisasi Sekunder yang Diterima Korban Tidak Melapor 
Viktimisasi sekunder yang dialami oleh korban kejahatan yang utamanya tidak melapor meliputi 

berbagai macam tindakan. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1 dibawah ini: 

Tabel 1. Bentuk Viktimisasi Sekunder dan Kejahatan Korban Tidak Melapor 
Identitas Nama Jenis 

Kejahatan 
Pernyataan / Simpulan Berita 

Korban N (34) KDRT “Saya pernah hampir dipukul di depan anak saya, yang 
membuat dia trauma hingga sekarang. Setiap mendengar 
bapaknya berteriak, walaupun teriakan senang, anak 
saya bisa menangis.” (Hidayat, 2015). 
 

Korban BH (52) Pencurian Korban dituduh warga sebagai pencuri mobil 
hingga akhirnya tewas dikeroyok. Padahal BH 
datang ke desa itu untuk mengambil mobilnya yang 
tak kunjung dikembalikan (Prabowo, 2024). 
 

Korban N (16)  Pernikahan 
Dini 

Karena tekanan ekonomi pasca gempa Palu N 
menikah dengan duda berusia 50 tahun. N 
dijanjikan mahar rumah, hewan ternak, kendaraan 
bermotor, dan tetap bisa bersekolah. Namun 
kabarnya N justru dikurung di dalam rumah (Putri 
& Garnesia, 2019). 
 

Korban MR (11) Perundungan Korban MR diduga mengalami depresi karena 
kerap dirundung oleh teman sebanyanya. Korban 
pun mengambil jalan pintas untuk mengakhiri 
hidupnya dengan gantung diri (Arifianto, 2023).  
 

Sumber: Berita Online via Google 

Tabel 1 menunjukkan bagaimana viktimisasi sekunder yang diterima oleh korban-korban 
kejahatan. Tabel tersebut memperlihatkan empat jenis viktimisasi sekunder dan kejahatan yang 
diterima oleh korban. Pertama, trauma berkelanjutan pada anak yang ibunya mengalami kekerasan 
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dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana yang dialami korban N (34). Kedua, pengeroyokan hingga 
tewas yang dialami oleh korban BH (52) ketika hendak mengambil mobilnya yang tak kunjung 
dikembalikan. Ketiga, pembatasan dan pengurungan yang dialami korban N (16) setelah pernikahan 
dini akibat tekanan ekonomi pasca gempa Palu. Keempat, tindakan bunuh diri yang dilakukan korban 
MR (11) akibat depresi karena perundungan. Dari keempat konteks tersebut dapat direfleksikan bahwa 
viktimisasi sekunder pada korban-korban kejahatan yang tidak melapor dapat sangat beragam dari 
trauma, pengurungan, pengeroyokan hingga tewas dan bunuh diri. Sedangkan kejahatan-kejahatan yang 
diterima korban berupa KDRT, pencurian, pernikahan dini, dan perundungan. 

 
Penyebab Viktimisasi Sekunder Terhadap Korban Kejahatan Tidak Melapor 

Terdapat berbagai kondisi yang menciptakan fenomena viktimisasi sekunder terhadap korban-
korban kejahatan. Kondisi-kondisi tersebut akan menimbulkan kerugian dan penderitaan yang lebih 
besar bagi korban kejahatan. Berbagai kondisi penyebab viktimisasi sekunder terhadap korban 
kejahatan tergambar dalam tabel 2. 

Tabel 1. Penyebab Viktimisasi Sekunder Kejahatan Korban Tidak Melapor 

Identitas Nama Jenis 
Kejahatan 

Pernyataan / Simpulan Berita 

Ahli Farida Ani Perundungan “Seorang yang bullying bisa jatuh harga dirinya. Akhirnya, 
korban terusik dan mengganggu konsep hidupnya. Mereka 
jadi merasa enggak ada kehargaan diri sampai merasa 
mempertanyakan untuk apa hidup dan akhirnya 
terjerumus dalam bunuh diri.” (Putra, 2023). 
 

Ahli Wawan 
Kurniawa
n 

Anak Korban 
KDRT 

“Mengingat pengalaman masa lalu mereka dengan 
kekerasan dan pengkhianatan, hal ini membuat mereka 
cenderung menarik diri atau, sebaliknya, terlibat dalam 
hubungan yang tidak sehat.” (Nur, 2024). 
 

Ahli Bestha 
Inatsan 
Ashila & 
Marsha 
Maharani  

Kekerasan 
Seksual 

Sebagian besar korban kekerasan seksual justru 
dinikahkan dengan pelaku sebagai penyelesaian 
kasus.... Hal ini dilakukan dengan dalih yang 
beragam, mulai menutup aib keluarga, agar anak yang 
dilahirkan memiliki ayah, hingga menghindari 
tanggung jawab pidana (Ashila & Maharani, 2021). 
 

Peneliti Bagong 
Suyanto 
dkk. 

Pernikahan 
Dini 

Anak-anak perempuan yang kurang pendidikan, 
terkontaminasi bias ideologi patriarkis, dan sikap 
anak perempuan yang cenderung makin permisif, 
sedikit-banyak mempengaruhi cara pandang 
masyarakat yang pro kepada pernikahan dini anak 
perempuan. (Suyanto et al., 2023). 
 

Sumber: Berita Online via Google 
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Tabel 2 mengungkapkan penyebab terjadinya viktimisasi sekunder kepada korban-korban 
kejahatan yang memperlihatkan beberapa penyebab utamanya. Pertama, efek psikologis pada korban 
perundungan yang terusik  dan terganggu konsep dirinya hingga merasa tidak memiliki kehargaan diri. 
Kedua, anak korban KDRT yang cenderung menarik diri dari atau terlibat dalam hubungan tidak sehat 
disebabkan karena mengingat pengalaman mereka yang penuh kekerasan dan pengkhianatan. Ketiga, 
terjadinya kekerasan seksual pada anak yang menjadi korban pernikahan dini disebabkan karena alasan-
alasan merugikan anak perempuan seperti  menutupi aib keluarga, mempertimbangkan kandungan, 
dan menghindari tanggung jawab pidana, khususnya bagi laki-laki. Terakhir, anak-anak perempuan yang 
menjadi korban pernikahan dini disebabkan karena kurang pendidikan, bias ideologi patriarki, dan 
sikap anak perempuan yang permisif. Keempat konteks tersebut merefleksikan penyebab viktimisasi 
sekunder pada korban-korban kejahatan yang tidak melapor meliputi efek psikologis, pengalaman 
kekerasan dan pengkhianatan, menutupi aib keluarga hingga menghindari tanggung jawab pidana pada 
korban kekerasan seksual akibat pernikahan dini. Terakhir penyebab viktimisasi sekunder pada anak 
korban pernikahan dini disebabkan karena masalah pendidikan, partriarki dan sikap permisif.   

Studi ini memperlihatkan viktimisasi sekunder pada korban kejahatan yang tidak melapor 
mengalami berbagai bentuk dan penyebab viktimisasi yang berulang. Konteks tersebut dapat dilihat 
melalui dua temuan penting dalam studi ini. Pertama, bentuk viktimisasi sekunder meliputi trauma 
yang berkelanjutan pada anak, pengeroyokan hingga tewas pada korban penggelapan kendaraan, 
pembatasan dan pengurungan pada anak korban pernikahan dini, dan depresi hingga bunuh diri oleh 
anak korban perundungan. Kedua, penyebab yang mendorong terjadinya viktimisasi sekunder pada 
korban yang tidak melapor karena adanya efek psikologis dan terganggunya konsep diri anak korban 
perundungan, anak korban KDRT menarik diri dari atau terlibat dalam hubungan yang tidak sehat, 
terdapat alasan yang merugikan anak korban pernikahan dini yang memungkinkan terjadi kekerasan 
seksual di kemudian hari seperti menutupi aib keluarga dan juga kurang pendidikan, bias ideologi 
patriarki, dan sikap anak perempuan yang permisif. Temuan-temuan studi ini menunjukkan beragam 
viktimisasi sekunder yang muncul pada korban yang tidak melaporkan kejahatan memiliki perbedaan 
dampak yang lebih parah hingga kematian. 

Meskipun tidak melaporkan kejahatan yang mereka alami, viktimisasi sekunder yang diterima 
korban kekerasan seksual, KDRT, dan perundungan anak menunjukkan kesamaan pada korban yang 
melaporkan yakni dampak psikologis dan trauma (Boskovic & Misev, 2022; Gekoski et al., 2013). Bias 
nilai dan patriarki utamanya menjadi penyebab viktimisasi sekunder pada pernikahan dini anak 
perempuan, begitu pula kekerasan seksual (Bakare & Gentz, 2020; Geiger & Esa, 2024; Giuseppina et 
al., 2022). Temuan studi ini pada viktimisasi sekunder yang dialami korban penggelapan kendaraan 
mobil berbeda dengan studi-studi sebelumnya karena bentuk pengeroyokan hingga meninggal tersebut 
jarang terjadi. Hal ini juga akan menimbulkan viktimisasi tersier pada anggota keluarga korban yang 
sering mengalami tekanan emosional dan psikologis yang signifikan (Gekoski et al., 2013; Lundström, 
2016). Representasi media pada liputan kasus pembunuhan sering kali menggambarkan korban 
sekunder dengan cara yang memperkuat sifat konfliktual hubungan korban-pelaku yang menyebabkan 
terbatasnya diskusi dukungan sosial dan rekonsiliasi korban (Lundström, 2016). 

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman penting proses viktimisasi sekunder 
yang terjadi pada korban tidak melaporkan kejahatan. Proses viktimisasi sekunder sedikit-banyak 
memiliki perbedaan pada korban yang melaporkan kejahatan yang kerap mendapat perlakuan tidak 
keberpihakan pada korban dari sistem peradilan pidana (Ali & Yulia, 2023; Angkasa et al., 2021; 
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Kharina, 2011; Yulia et al., 2019; Pemberton & Mulder, 2023). Perlunya program yang menargetkan 
anak-anak kecil dan melibatkan orang tua, guru serta konselor sekolah sebagai usaha menciptakan 
lingkungan masyarakat yang tanggap dan mencegah viktimisasi oleh teman sebaya (Leadbeater & 
Hoglund, 2006). Selain itu intervensi berbasis masyarakat yang berhasil untuk mengatasi viktimisasi 
sekunder harus melibatkan pemangku kepentingan dalam berbagai sektor serta orang dewasa yang 
menjadi pengamat untuk mengambil tindakan ketika kekerasan diduga terjadi (Cavanaugh et al., 2021). 
Pendekatan ini juga dapat melibatkan pengembangan kegiatan yang bertujuan untuk mengubah 
konteks sosial distal di sekitar keluarga, termasuk faktor lingkungan dan sekolah untuk memperkuat 
lingkungan sosial sebagai syarat yang diperlukan untuk pencegahan viktimisasi (van Dijken et al., 2016).  

 
KESIMPULAN 

Studi ini memperlihatkan dua temuan penting mengenai viktimisasi sekunder pada korban 
kejahatan yang tidak melaporkannya. Pertama, bentuk viktimisasi sekunder meliputi trauma yang 
berkelanjutan pada anak, pengeroyokan hingga tewas pada korban penggelapan kendaraan, pembatasan 
dan pengurungan pada anak korban pernikahan dini, dan depresi hingga bunuh diri oleh anak korban 
perundungan. Kedua, penyebab yang mendorong terjadinya viktimisasi sekunder pada korban yang 
tidak melapor karena adanya efek psikologis dan terganggunya konsep diri anak korban perundungan, 
anak korban KDRT menarik diri dari atau terlibat dalam hubungan yang tidak sehat, terdapat alasan 
yang merugikan anak korban pernikahan dini yang memungkinkan terjadi kekerasan seksual di 
kemudian hari seperti menutupi aib keluarga dan juga kurang pendidikan, bias ideologi patriarki, dan 
sikap anak perempuan yang permisif. Temuan-temuan studi ini menunjukkan beragam viktimisasi 
sekunder yang muncul pada korban yang tidak melaporkan kejahatan memiliki perbedaan dampak yang 
lebih parah hingga kematian. 

Temuan dalam studi ini berbeda dengan berbagai studi-studi sebelumnya yang membahas 
viktimisasi pada korban kejahatan pada proses peradilan pidana. Namun studi ini secara mendalam 
mengungkapkan berbagai bentuk dan penyebab viktimisasi sekunder pada korban kejahatan yang tidak 
melapor. Temuan studi ini diharapkan mampu menjadi dasar dialogis bidang studi kriminologi dan 
viktimologi. Terlebih diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan intervensi sosial dan legal untuk 
mencegah penderitaan korban kejahatan yang tidak melapor. Namun dalam upaya melihat bentuk dan 
penyebab viktimisasi sekunder tersebut studi ini memiliki kelemahan, khususnya dalam memperoleh 
dan menganalisis data yang hanya diperoleh dari kumpulan berita media massa. Namun kelemahan 
dari studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan, khususnya yang ingin membahas 
viktimisasi sekunder pada korban yang tidak melapor dengan perolehan data yang langsung pada 
korban. 
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